
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG  

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 

maka diperlukan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara pada kementerian/lembaga non kementerian, 

pemerintah daerah, dan kantor/satuan kerja;  

b. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga non kementerian, 

pemerintah daerah, dan kantor/satuan kerja, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.  Keputusan ... 
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  3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta disisipkan 1 

(satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 5 berbunyi menjadi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1)  Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran 

mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas 

penggunaan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga 

yang dipimpinnya. 

(2)  Dalam ... 
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(2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

kementerian/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat 

keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang 

diberlakukan sebagai SKO. 

(3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO 

antara lain untuk: 

 a.  pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat 

dalam daftar isian kegiatan (DIK); 

 b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian 

proyek (DIP). 

(4)  Menteri/pimpinan lembaga menetapkan pengangkatan dan 

pemberhentian pejabat : 

a. Penandatangan SKO; 

b. Atasan langsung bendaharawan; 

c. Bendaharawan. 

(4a)  Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tidak terikat tahun 

anggaran. 

(5) Masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dilarang dirangkap oleh pejabat yang telah diangkat pada salah 

satu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf 

b, atau huruf c. 

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah,  sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 16 
 

(1) Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan 

pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun  anggaran atas 

beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan:  

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas       

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

b. Menteri ... 
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 b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk 

kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan                         

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan  

penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis 

laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk 

narapidana di lembaga pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, 

layanan pembuangan sampah, pengadaan dan jasa cleaning 

service. 

(2)  Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya 

dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) 

tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri 

Keuangan. 

(3)  Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya 

dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan 

pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam 

perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun anggaran 

pembebanan dana. 

(4)  Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah 

dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah 

tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing. 

(5)  Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat 

membebani dana rupiah murni. 

(6)  Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam 

negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. 

(7)  Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah 

ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah 

perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani. 

(8)  Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus 

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Anggaran. 

Pasal II ... 
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Pasal II 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal  6 Agustus 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum, 

ttd. 

Dr. M. Iman Santoso 

 

 

 


